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The Ages of
Voluntarism

YoluNTARISME

O Berlakunya Hukum InTernasional Terletak
pAda keMAUAN NEGARA.

O Berdasarkan pandangan ini maka muncul
paham dvalisme
O Hukum InTernasional dan Hukum Nasional

merupakan dua perangkat hukum yang
hidup berdampingan dan Terpisah.

O Paham ini pelopornya adalah Triepel
(Jerman) dan AnzilorTi (ITalia).
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(12 February 1868, Leipziq — 2%

November 1946) was A GErRmAN juRisT >
ANd legal philosopher. From 1917, he S

was professor of law in Berlin. He %
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legal conceprion in The German-
speaking world.




Dionisio AnzilotTi (February 20, 1867 — AuqgusTt 23,
19%0) was an Iralian jurist and judge of The PermaNnenT
Courrt of InTernaTiONAL JusTicE.

AfFrer law studies in Pisa, AnzilotTi TaughT iNTERNATIONAL
law iNn Florence, Palermo, Bologna and Rome From 1892 10
19%7. One of the main proponents of Heinrich Triepel's
Theory of dualism, his Textbook of inTernaTional law, Corso
di diritro inTERNAZIONALE. Vol. I: INTROdUZIONE E TEORIE
GeNerali (7d. ed. 1928) was TranslaTed inTo several
languages.

AnzilotTti was The secreTary-General of The League of
NATIONS EXPERT COMMissiON PREPARING The PermANENT CourT
of INTernATiONAL JusTice. He was A member of That court
from 1921 10 1946 AnNd presided it 1928-30. Notably, iN
The 1927 "Wimbledon case”, he was the only PCU judge 10
EVER VOTE AGAINST A suit brought by The government of his
OWN COUNTRY.




AlasaNn Dualisme

O Sumber: kemauan NEGARA

O Subyek : perseorANGAN

O STRUKTUR: SEMpURNA

O Efekrifitas: tatap berlaku
efekrif walaupun
berTeNTANGAN dENGAN
Hukum InTerRNAsional

O Sumber: Kemauan bersama
NEGARA-NEGARA

O Subjek: Negara

O StrukTur: Tidak sempurna
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2 (dua) Sistem hukum
YANG berbeda

Beda :
1. Sumber Hukumnya
2. Subyek Hukumnya
7. Struktur Hukum
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Kelemahan Dualisme

Pada dasarnya baik Hukum InTernasional maupun Hukum Nasional
bersumber dari kemauan Negara yaiTu kemauan Negara untuk
MENGATUR kehidupan masyarakar.

- Jadi baik Hukum InTernasional dan Hukum Nasional bersumber dari
kebutuhan manusia untuk hidup TeraTurR dAN beradab.

Pada kenyataan dewasa iNi peRORANGAN pUN dapaTt menjadi subyek
Hukum InTERNASIONAL.

- | - Perkembangan Hukum Nasional jauh lebih Tinggi daripada Hukum |

’ INTERNASIONAL 2
- jadi, wajar saja Hukum Nasional memiliki bentuk organ yang lebih
seMpURNA dari Hukum InTERNAsioNnAL.
Pada kenyataannya seringkali Hukum Nasional tunduk pada Hukum L

INTERNASIONAL,

PERTENTANGAN ANTARA keduanya bukan bukri perbedaan strukTural
TeTapi hanyalah kurang efekrifnya Hukum INTERNASIONAL.




Akibat PAliam Dualisme

- Tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hierarki ANTARA
keduanya, karena menuruT paham ini Hukum InTernasional dan
Hukum Nasional pada hakikarnya tidak saja berlainan dan

Tidak TERGANTUNG sATU sama lAiN, TeTApi juga Terlepas saTu
sama lain.

_H Tidak mungkin ada perTtenTANGAN dianTARA keduanya yang
MunGgkin ada hanya penunjukan.

- Hukum INTErNAsiONAL memerlukan TRANsFormAsi Terlebih dulu

untuk dapat berlaku dalam lingkungan Hukum Nasional.
(raTifikasi)




ObjekTivisme




Objekrivisme

OBerlakunya Hukum INTErRNAsioONAL TeERlepAs
dari kemauaN NEGARA. ‘

oMuncullah paham mowisme yang melihar
Hukum INTernAsional dan Hukum Nasional
merupAkan dua bagian dari satu kesatuan
YANG lebili besar yaitu hukum yang MENGATUR
kehidupan manusia.
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Akibat MonNismE

O BAhwa antarA Hukum InTernasional dan Hukum
Nasional mungkin Ada hubungan hierarki.

O Paham ini melahirkan 2 Teori, yaitu:

O monNisme dengaN primAT Hukum Nasional dan

O monNisme dengaN primAT Hukum InTerNAasional.




i Hk. INTernasional

Hk. Nasional

v

Apakah HI atau HN




Monisme Dengan Primat Hukum
Nasional

OHukum InTernasional adalah lanjutan Hukum
Nasional untuk urusan luaR NeGeRi.

0Jadi menuruT TeoRI INI Hukum INTERNASIONAL
Adalah bersumber dari Hukum Nasional

OPenganuTnyA dinamakan mazkab Bowwn yang
salah satu pelopornya adalah Max Wenzel).




AlasaNn Monisme Dengan Primat
Hukum Nasional

O Tidak TerdapAT saTu ORGANISASI di ATAS NEGARA-

NEGARA YANG MENGATUR kehidupAN NEGARA-NEGARA
di dunia.

O Dasar Hukum INTERNASIONAL YANG MENGATUR
hubungan inTeErNAsioNAL adalah TerleTak pada
WEWENANG NEGARA UNTUK mengadakan perjanjian
INTERNASIONAL, jadi ini adalah wewenang
konsTiTusional.




MONISME PRIMAT
HK. NASIONAL

Tdk Ada Organ Dunia yg

Hukum Nasional yq ' MengaTur Kehidupan

Lebih Urama

MONISME PRIMAT
HK. NASIONAL

- o =
HI mrp maNifesTAsi

dr Hk. Nasional vtk Kepentingan Nasional

Urusan Luar NEeGERi




Kelemahan Monisme
DenganN PrimatT Hukum Nasional

Hanya memandang hukum sebagai hukum
TerTUlis dalam hal ini perjanjian
INTERNASIONAL




Monisme Dengan PrimAaT Hukum
INTERNASIONAL

O Hukum Nasional bersumber dari Hukum I
INTERNASIONAL yANG secaRA hierarkis Lebih Tinggi.

O Hukum Nasional Tunduk pada Hukum
INTERNASIONAL dAN kekuaTan mengikaTnya
berdasarRkaN suaTu pendelegasian wewenanGg dARi
Hukum INTERNASIONAL.

O PengANuT TeoRi iNi disebutr dengan Mazhab
VienNA.




MONISME PRIMAT
HK.
INTERNASIONAL

HN memiliki kekuaTan
MENGIKAT kRN AdA
pendelagasian dr HI

( MONISME PRIMAT Hk .InTernasional yq

HK. Lebik Urama
INTERNASIONAL

Kepentingan Nasional
suATU Negara dprt

Diuramakan jika rdk
BerRTENTANGAN dG HI




Kelemahan Monisme
Dengan PrimAT Hukum INTERNASIONAL

0 Jika memandang balhwa Hukum Nasional bersumber
dari Hukum INTernasional, iNi aArTinya Hukum
INTERNASIONAL AdA Terlebil dulu daripada Hukum
Nasional, hal ini TeNTu saja berRTENTANGAN dENGAN
kenyataan sejarah, yang menyebutrkan bahwa Hukum
Nasional ada lebik dulu daripada Hukum
INTERNASIONAL.

O WewenaNG MENGAdDAKAN peERjANjiAN INTERNASiONAL
Terletak pada Hukum Nasional.




KonTRibusi ALIRAN MONISME

2 munculnya ketentuan dl hk inTernasional yg lebikh humanis
yaiTu Rezim HAM InTerNnasional. I

2 VieNNaA ConventioNn oN The Law of Treaties 1969 Art 27,
MENGUATKAN pendapatr kelompok ini “hukum n~asional Tidak
boleh dijadikan sebagai dalih untuk menghindar  dARi
kewajiban hukum inTernasional”.

o Tokoh :

Hans Kelsen, Starke, Sir Hersch Lauterpachr




prakTik




PrimAT Hukum InTERNASIONAL MENURUT
PrakTtik InTERNASIONAL

- SEeTiAp NEGARA sAAT iNi saling menghormaTi batas wilayah
NEGARA MASING-MASING. i

- Pada umumnya NeGARA-NEGARA MENAATI kewajiban-kewajiban
YANG bersumber daRri perjanjian inTernasioNal dengaN
NEGARA lain.

- Hukum InTernasional yang mengaTur kekebalan dan
keistimewaan diplomarik ditaaTi oleh NeGARA-NEGARA YANG
melakukan hubungan diplomarik dan konsuler.

- Perlindungan Terhadap orang Asing dan hak milik asing
yANG diberikan oleh Hukum InTernasional ditaari oleh

NEGARA-NEGARA.




INGGRIS

O DokTrin INkorpoORASi

O Hukum InTernasional adalah hukum Negara
(inTernational law is The law of The land).

O Pertama kali dikemukakan oleh Blackstone (abad
18).
O Daya berlaku dokrrin ini dibedakan untuk dua hal

yaiTu: hukum kebiasaan internasional dan Hukum
INTeErRNAsiONAL yanG TerTULS




INGGRiS:
Hukum Kebiasaan INTERNASsIONAL

7 pengecuvalian:

- Tidak berTenTANGAN suaTu undaNG-uNdaNG baik yang lebih i
TUA MAUPUN YANG Akan ada kemudian.

- Sekali ruang lingkup suau ketentuan hukum kebiasaan
INTERNASIONAL diTeTapkan oleh keputusan mahkamah
TERTINGGI, MAkA semua pengadilan di bawahlinya TerikaT oleh
keputusan itu, walaupun di kemudian hari TErRNyATA
kebiasaan Tersebut bertenangan dengan Hukum Nasional.

[ N/

- Ketentuan hukum kebiasaan tersebur harus merupakan
ketentuan yang umum diTerima oleh masyarakar
INTERNASIONAL.




INGGRiS:
Hukum Kebiasaan INTERNASsIONAL

Penerapan dokTrin inkorpoRrasi meliputi dva dalil, yaitu:

- Dalil konsTruksi hukum, yaitu bahwa undang-undang yang
dibuat oleh parlemen harus ditafsirkan sebagai tidak
bertentaANgAN dengan Hukum InNTERNASioNnAL.

[ N/

- ARTinyA, dalam melakukan penafsiran Terhadap undang-undang
Ada pra-ANGGAPAN bahwa parlemen Tidak berniat melakukan
pelangGaran Terhadap Hukum INTERNASIONAL.

- Dalil rentang pembukTian suatu ketentuan Hukum
INTErRNAsiional, yaitu baAhwa Hukum InTernasional Tidak
memeRlukan kesaksian para ahli di pengadilan InggRris.




INgGRis: PerjanjiaN INTERNASsIONAL

OPerjanjiaN YANG MeEMERlUKAN pERSETUjUAN
pARLeMeN, memerlukan pula pengundangan
NAsional,

OPerjanjianN yang Tidak memerlukan
PERSeTUJUAN pARLemeNn dapat berlaku
langsung seTelah penandaTanganan.




INgGRis: PerjanjiaN INTERNASsIONAL

Perjanjian yaANG MeEMeERLUKAN perRseTujuaN pARLEmEN: I

- Perjanjian yang memerlukan diadakannya perubahan
peERUNDANG-UNdANGAN NAsional.

- Perjanjian yanGg menyebabkan perubahan sTaTus ATAu GARis
batas wilayah nNegara.

- Pejanjian yang mempengaruhi hak sipil Warga Negara
INGGRiS.

- Pejanjian yang Akan menambah beban keuangan Negara.




AmeRrika Serikat

- Juga MenGANUT dokTriN iNkorpoRasi.

- UndanG-undang yang dibuat dengan perseTtujuan DPR |
(CongRress) diusahakan tidak bertentangan dengan Hukum W

| INTERNASsIONAL, NamuN jika kemudian suatu undang-undang
barRu TernyATA berTEnTANGAN dengan Hukum INTERNASIiONAL, %
P maka yang harus dimenangkan adalah undang-undang.

- Membedakan penerapan antara Hukum Kebiasaan
INTERNASIONAL daN Perjanjian INTERNASIONAL

- Perbedaan Amerika Serikat dengan INGgGRis Tampak jelas
dalam hubungaN ANTARA peRrjaNjiaN iNTERNASIONAL deEnNGAN
Hukum Nasional




AmeRrika Serikat

O Di Amerika Serikat perlu atau Tidaknya I

PENGUNDANGAN SECARA NASIONAL SUATU pPERJANjIAN
INTERNASIONAL diTentukan oleh dua hal, yaiTu

O apakah bertentanGgan dengan konsTiTusi?

O Apakah perjanjian iNTERNAsIONAL TERsebuT merupakan

GolonGgaN self execuring Treaties atau von self execuring
TREATIES?




AmeRrikAa Serikat

- Jika pengadilan Amerika Serikat menetapkan bahwa suartu
PERJANjIAN INTERNASIONAL Tidak berTentaANGAN dENGAN
konsTiTusi dan TERmAsuk GolonGAN perjanjiaNn iNTERNASIONAL
selF executing, maka perjanjian Tersebut dianggap bagian
dari Hukum Nasional Amerika Serikar dan tidak
memerlukan pengundanGan Nasional.

- Sedangkan jika perjanjian iNnTernAsioNAl TERsebuT TERMASUK
pERjANjIAN NON Self executing maka diperlukan
pPENGUNdANGAN NAsioNal.

[ N/




JermAN DAN PeraNcIs

- Dalam UUD Jerman dan UUD Perancis disebutkan bahwa
ketentuan-keTenTuaN Hukum InTERNAsiONAL merupakan
bagian dari Hukum Nasional.

- KetentuaNn Hukum InTErRNnAsioNAl kedudukannya lebih Tinggi
daripada UU nasional dan langsung menimbulkan hak dan
kewajiban bagi penduduk wilayah mereka.

- Dalam sistem hukum Jerman dan Perancis tidak
dipersoalkan TrRANSFORMASI perjanjiaN INTERNASIONAL ke
dalam Hukum Nasional,

- MENURUT sisTeEM hukum kedua NeGgara Tersebut, pengesahan =
PERjANjiAN dAN peENGUMUMAN Resmi sudah mencukupi syarat
SUATU PERJANjIAN INTERNASIONAL merupakan bagian dari Hukum
Nasional.




INdoNEsiA

INndonesia Terikat dalam kewajiban
melaksanakan daN menaaTi semua keTentuan
PERJANjIAN INTERNASIONAL yang Telah
disahkan (diraTifikasi) seTelah sebelumnya
dikeluarkan undanG-uNndaNG MENGENAI
PENGESAHAN pERjANjiAN INTERNASIONAL
Tersebur.

[ N/




PERJANJIAN ADOPSI ' - BERLAKU — HUKUM

INTERII:II-\SION KHUSUS NASIONAL

=
1. Teori Transformasi
2. Teori Delegasi




KEBIASAAN INTERNASIONAL

INGGRIS —_—

KEBIASAAN Tanpa AdoPsi ' HUKUM

INTERNASIONAL Khusus —BERLAKU —>

|
e
BLACKSTONE

\/

TEORI |
INKORPORASI

NASIONAL




OTeori Delegasi _

= ATURAN-ATURAN konsTtitusional Hukum InTernasional mendelegasikan
kepada masing-masing konstiTusi NeGaRA.

= Prosedur daNn metode yang digunakan  Negara merupakan
suatu  kelanjuran  proses, yang dimulai  dengan  penNuTupAN
(perseTujuan) suatu Perjanjian INTERNAsioNAL.

- Tidak ada  pencipraan (pembuatan) aturan hukum atau Huk l
Nasional yang benar-benar baru.




TEORI DELEGASI

HUKUM PeRSETUjUAN HUKUM
INTERNASIONAL A—— BERLAKU — NASIONAL

Tanpa Menciprakan
Norma Hukum




TEORI TRANSFORMASI

INTE::?:::NAL ' — BERLAKU — HUKUM
S NASIONAL

PENYESUAIAN
KAIDAH, PRINSIP
HI

MENCIPTAKAN
KAIDAH HUKUM
(NASIONAL) YG
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